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ABSTRAK

ALASAN HUKUM TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN
NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DI LUAR NIKAH

OLEH
AHMAD REDHO MANGKU AMAN

Pembunuhan terhadap anak kandung ini, yang belum lahir maupun yang
sudah lahir tetap termasuk pada katagori pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa
dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar yaitu, atas dasar
unsur kesalahannya, dan atas dasar obyeknya (nyawa)

Untuk mengetahui dan menjelaskan alsan hokum terhadap ibu yang
menghilangkan nyawa anaknya yang lahir di luar nikah, dan juga untuk mengetahui
dan memahami jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap ibu yang menghilangkan
nyawa anaknya yang lahir di luar nikah.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami alas an hokum terhadap ibu yang
menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah adalah: (a) Pasal 341 KUHP,
dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh
tahun, (b) Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak,dengan hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun
dan/denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada ibu yang menghilangkan nyawa
anaknya yang lahir di luar nikah adalah pidana penjara maupun pidana denda.

Kata Kunci : Alasan hokum ibu yang menghilangkan nyawa anaknya diluar nikah.
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BAB. |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dalam bidang hukum perlu peningkatan penelitian dan
pembangunan hukum serta ilmu hukum dilaksanakan secara terpadu yang meliputi
semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum nasional senantiasa dapat
menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan. Kemudian perlu peningkatan
aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur memiliki kemampuan untuk
mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan pada
pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan professional
aparatur hukum.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta
pemantapan semua organisasi dan lembaga agar apparatus hukum mampu
melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan dan
penegakan serta pelayanan hukum secara professional dalam rangka pemantapan
fungsi dan peranan hukum sebagai sarana mengatur dan mengayomi masyarakat.

Dengan penerapan hukum yang mantap dan terwujud masyarakat tertib dan
damai, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat dan
bernegara. Pembinaan dalam bidang hukum sangat luas sekali, salah satu bidang
hukum adalah hukum pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak
memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit

tersebut. Perkataan strafbaarfeit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian



dari suatu kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara
harfiah strafbaar feit itu dapat diterjemahkan: “sebagian dari suatu kenyataan yang
dapat dihukum” yang sudah barang tentu dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui
bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan
bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.*

Dalam perkara pidana, seseorang dapat dipidana apabila kesalahannya
terbukti secara subyektif maupun obyektif dan pelaku tindak pidana tersebut dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam hal terjadi tinda pidana, maka dilakukan penyidik
dan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana tersebut. Penyidik menurut Pasal
1 angka 1 KUHAP adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyilidikan”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP
penyidikan adalah: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum.
Penuntut adalah: “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di

sidang pengadilan”.

1p.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1994, him.
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Pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu dengan melanjutkan pemeriksaan

alat bukti dalam perkara pidana. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

a.

b.

Keterangan saksi,
Keterangan ahli,
Surat,

petunjuk, dan
Keterangan terdakwa.

Dalam hal ini disebutkan bahwa peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun

pelanggaran yang dihukum sebagai orang melakukan disini dapat dibagi menjadi 4

macam sebagai berikut:

1.

2.

Orang yang melakukan (plegen),

Orang yang menyuruh melakukan (doenplegen),

Orang yang turut melakukan (medeplegen),

orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan, melakukan
kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).?

Sehubungan dengan persoalan dalam skripsi ini yakni mengenai sanksi

pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir di luar nikah.

pada masa sekarang ini melalui media cetak maupun elektronik tentang kejahatan

pembunuhan sendiri baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa.

Pembunuhan terhadap anak yang masih dalam kandungan seorang ibudigugurkan,

2R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1983, him. 74



hal ini dikarenakan pertimbangan di luar nikah karena anak tersebut hasil hubungan
kelamin yang tidak sah karena hasil perbuatan zina.

Pembunuhan terhadap anak kandung ini, baik yang belum lahir maupun yang
sudah lahir tetap termasuk pada katagori pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa
dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya,

2. Atas dasar obyeknya (nyawa).?
Kejahatan atas dasar kesalahannya ini juga dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdriven)
adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX , (Pasal 338 sampai dengan

350 KUHP).

2. Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja (cilpase insdrijven) dimuat
dalam Bab XXI, (khusus Pasal 359 KUHP).

Kemudian kejahatan atas dasar obyeknya atau kepentingan hukum yang
dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja ini dibedakan dalam tiga
macam sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338,

339, 340, 344, 345 KUHP,

2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan
dimuat dalam Pasal 341, 342, 343 KUHP,

3. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat masih dalam kandungan ibu (janin)
dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.*

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas

potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

3Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2001, him. 55
4Ibid, him. 56



strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan bangsa
dan negara pada masa depan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan
mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam
bentuk skripsi dengan judul: “ALASAN HUKUM TERHADAP IBU YANG

MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH”

B. Permasalahan:
Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
1. Apakah alasan hukum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya
yang lahir diluar nikah ?
2. Apakabh jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap ibu yang menghilangkan

nyawa anaknya yang lahir diluar nikah ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap
alasan hukum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar
nikah, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada

kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:



1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hukum terhadap ibu yang
menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah,
2. Untuk mengetahui dan memahami jenis pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah.
Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis
yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu
pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran

yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual
Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang
memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan
dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta
untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan
penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai
berikut:
1. Pembunuhan adalah: dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang
lain.®
2. Anak adalah: Orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 angka 1

Undang-undang Peradilan Anak).

>Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, him. 451



E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum
terutama yang bersangkut paut dengan alasan hukum terhadap ibu yang
menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, maka jenis penelitiannya
adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan
tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukumyang bersifat mengikat
seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan
peraturan yang berlaku,

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa,
pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan
permasalahan dalam skripsi ini,

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa,

ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data
Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data

yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan



3.

editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai
kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari
kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji
aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif
analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan
dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang

bersifat umum.®

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab.

Bab.

I.  Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan,
ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian,
sistematika penulisan,

Il. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan
mengenai, pengerian hukum pidana, pengertian tindak pidana, alasan-

alasan pemidanaan, putusan hakim terhadap perkara pidana.

129

6Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, him.



Bab. IlI.

Bab. IV.

Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara
khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti
mengenai alasan hukum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa
anaknya yang lahir diluar nikah, dan juga mengenai jenis pidana yang
dapat dijatuhkan terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang
lahir diluar nikah.

Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.
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